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ABSTRAK 

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk melakukan formalitas hukum 
tertentu, terutama untuk membuat atau mengesahkan kontrak, akta, dan dokumen 
lain untuk digunakan di dalam yurisdiksi lain. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau 
PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta 
tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah milik Rumah Susun. Notaris/PPAT 
bertanggung jawab menjunjung tinggi integritas dan moral. Perlindungan dan 
jaminan hukum bagi Notaris/PPAT diperlukan untuk pelaksanaan fungsi pelayanan 
hukum. Perlindungan diperlukan untuk melindungi Notaris/PPAT yang telah telah 
melaksanakan tugas atau kewajiban dengan sifat kehati-hatian dan profesionalitas 
sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Notaris/PPAT 
sering menerima informasi atau dokumen palsu dari para pihak, sehingga 
Notaris/PPAT diduga terlibat dalam kasus pidana atau perdata. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum perlindungan Notaris/PPAT 
dalam pembuatan Akta berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 
73/PDT.G/2012/PN.PL). Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum 
normatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa 
Notaris/PPAT berhak mendapatkan perlindungan hukum guna terciptanya 
kepastian hukum sebagai pejabat publik yang fungsinya memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab dalam hal penipuan 
dan kesalahan yang dilakukan oleh para pihak. Notaris/PPAT hanya bertugas 
mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk selanjutnya dituangkan 
dalam akta atau partij. Perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara 
dengan peraturan atau aturan hukum yang ada dianggap sudah optimal dalam 
melindungi Notaris/PPAT. 
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ABSTRACT 

A Notary is a public official who is authorized to perform certain legal formalities, 
especially to draw up or certify contracts, deeds, and other documents for use in 
other jurisdictions. The Land Deed Making Officer or PPAT is a public official who 
is authorized to make certain deeds related to land belonging to Flats Units. The 
Notary/PPAT is responsible for upholding integrity and morals. Legal protection 
and guarantees for the Notary/PPAT are needed for the implementation of the legal 
service function. Protection is needed to protect Notaries/PPATs who have carried 
out deed-making activities carefully and professionally in accordance with legal 
provisions and statutory regulations. Notaries/PPATs often receive false 
information or documents from parties, so that Notaries/PPATs are suspected of 
being involved in criminal or civil cases. The purpose of this study is to examine 
the legal provisions for the protection of the position of Notary/PPAT in making 
Deeds based on False Statements (Case Study of Decision Number 
73/PDT.G/2012/PN.PL). The research method uses a normative legal approach 
with qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that 
Notaries/PPATs have the right to obtain legal protection in order to create legal 
certainty as public officials whose function is to provide services to the public. 
Notary/PPAT is not responsible in terms of fraud and mistakes made by the parties. 
The Notary/PPAT is only in charge of recording what is conveyed by the parties to 
be further stated in the deed or partij. The legal protection provided by the state 
with regulations or legal rules is considered optimal in protecting Notaries/PPATs. 
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